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BUPATI TASIKMALAYA 
PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 18 TAHUN 2021 

TENTANG 

KAWASAN TANPA ROKOK 

DENGA RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 Peratu ran 
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan 
Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk 
Tembakau Bagi Kesehatan, dalam rangka penye1enggaraan 
pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa 
produk tembakau bagi kesehatan, Pemerinta h dan 
Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa 
Rokok; 

b . bahwa sebagai u paya u tuk mewujudkan Kawasan Tanpa 
Rokok di Kabupaten Tasikmalaya, dipan dang perlu 
mengatur meng nai Kawasan Tanpa Rokok; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok; 

1. Undan g-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkun gan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 
In donesia Tahun 1950), sebagaimana te1ah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahu n 1968 ten tang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ten tang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah 



2 

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

4 , ambahan Lembaran Negara epublik Indonesia 
Nomor S059) sebagaimana telah diubah den gan Undang­
Un da ng Nomor 11 Ta hun 2020 ten tang Cip ta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repu blik 
In dones'a Nomor 6573); 

4 . Undang-Undang Nom or 36 Tahun 2009 tentang Keseh atan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nom or 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
T u n 2020 ten tang Kebija kan Keuangan Negara dan 
Stab" 'tas S 'stem Keuangan u ntuk Penanganan Pandemi 
C rona Virus Disease 2019 (COVID-19) danfatau Dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekon omian Nasional dan f atau Stabilitas Sistem 
Keuan ga n Menjadi Unda ng-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahu n 2009 Nomor 144, Tambahan 
L mbaran Negara Republik Indonesia Nom r 651 6); 

5 . U d g-Un a n g N m or 23 Tahu n 20 14 ten tang 
Pemeri ta h a Daerah (Lem baran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 244 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diub beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nom or 11 Ta h u n 2020 ten tang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara pub ik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lem baran egara Republik Indonesia Nomor 
6573; 

6. Peraturan Pemerinta h Nomor 41 Tahun 1999 ten tang 
Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang 
Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa 
Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380); 
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8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 ten tang 
Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96); 

9 . Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 7 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pe1aksanaan 
Kawasan Tanpa Rokok; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentu kan Produk Hukum 

Lemba an Da erah Kabupaten Ta sikmalaya Tahun 
20 16 Nomor 1); 

11. P ra t ran Daerah Kabupaten Ta sikmalaya Nom or 3 Tahun 
20 16 tentang Urusan Pemerintahan yang m enjadi 
Kewenangan Pem erintah Kabupaten Tasikma laya 
(Lem baran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 20 16 
Nomor 3); 

12. Peraturan Daerah Ka bu a ten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 
2019 ten tang Pemberdayaan Perem puan dan Perlin du ngan 
Anak (Lembaran Da erah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2019 Nomor 5); 

13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tah u n 2021 
tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Daera h Kabupaten 

a 'kmalaya T n 2021 Nomor 34); 

MEMUTUSKAN : 

PE TURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasa1 1 

Dalam Perat ran B pa ti ini yang d 'm a ksud de gan : 
1. Bupati a alah Bu pa ti Tasikmalaya . 
2. Daerah adalah Daer Kabupaten Ta sikmalaya. 
3. Perangkat Daerah adalah u n sur pembantu Bupati da la m penye1enggaraan 

urusan pemerintahan yang m enjadi k ewenanga n Daera h . 
4 . Rokok adalah hasil 0 ahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau 

bentuk lainnya yang dihasi kan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana 
rustica dan spesies lainnya, term asuk rokok elektronik, vape, shisa atau 
sintesisnya yang mengandung nikot in dan tar dengan atau tanpa bahan 
tambahan. 

5. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau 
sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah 
untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah. 

6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau 
area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produ k si, penjualan, iklan, 
promosi danl atau penggunaan rokok. 
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7. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan 
danl atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada 
masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan 
rokok yang ditawarkan. 

8. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat danl atau tempat yang 
digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik 
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh 
pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 

9. Tempat proses b ajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk 
kegiatan be aja r , mengajar, pendidikan danl atau pelatihan. 

10. Tempat a n ak bermain adalah area ter tutup maupun terbuka yang digunakan 
untu kegiatan bermain anak-anak. 

11. Tem p a t ibadat adalah bangunan ata u ruang tertutup yang memiliki cirl-ciri 
t r t entu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk 
masing-masing agama secara perm anen, tidak termasuk temp a t ibadah 
keluaraa. 

12. Angkuta n umum adalah alat angkut an bagi masyarakat yang dapat berupa 
ken a raan dara t, air, dan udara bia s a nya dengan kompensasi. 

13. Tempa t kerja a dalah tia p ruangan atau lapanga n tertutup atau terbuka, 
berg rak atau tetap di mana tenaga k erja b ekerj a , atau yang dimasu ki tenaga 
kerja n tuk ke rl an suatu usa h a dan di m ana terdapat sum ber atau 
sumb er -sumber bahaya . 

14. Temp a t umum ad ah semua tempat tertutup dan temp at terbuka ya n g dapat 
diakses oleh masyarakat u m u m danl atau tempat yang dapat dimanfaatkan 
bersam a-sama ntuk kegiatan m a syarakat yang dikelola oleh pemerintah, 
swas ta, dan a syaraka t . 

15. Setia rang adalah orang per seorangan, kelompok orang, dan/atau badan 
hukum . 

16. Pimpin an a t u p nanggun g j awab a da a h orang yang karen a jabatan 
dan I a t u kedu u kan ya m em imp in dan I a tau b er tanggungjawab atas 
kegiatan danl atau usa h a di kawasan yang ditetapkan s bagai KTR. 

17. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan b elas) tahun, 
termasuk a nak yang m asih dalam kandungan. 

KTR ditetapkan dengan tujuan: 

BAB II 
TUJ UAN 

Pasa1 2 

a. memberikan pelindungan yang efektif dari bahaya asap rokok; 
b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; 

dan 
c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari d ampak b u ruk merokok 

baik langsu ng maupun tidak langsung. 
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BAB III 
KAWASAN TANPA ROKOK 

Pasal3 

a. fasilitas pelayanan kesehatan; 
b. tempat proses belajar mengajar; 
c. tempat anak bermain; 
d. tempat ibadat; 
e. angkutan u rn m; 
f. temp a t kerja; dan 
g. tempat umum; da n 
h . tem p at lainnya yang ditetapkan. 

Pasal 4 

Pimpinan tau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
harus enerapkan KTR. 

Pasal 5 

(1) Pada temp at sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 3 h uruf f dan huruf g, 
pimpinan atau penang ng 'awa b dapa t m nyediakan empat khusu s untuk 
merok 

(2) Pada tern at sebagai ana d 'maksu dalam Pasal 3 huruf f dan h uruf g, 
pimpina a pe ango ng jawab tidak harus m enyediakan tempat khusus 
mer k k dengan ketentu an tempat tersebut bukan temp a t tertutup. 

(3) Tempa t khu u s mero ok sebagaim ana dimaksu d pada ayat (1) harus 
memen hi persyaratan: 
a. bera da di ruan ter ka anpa atap; 
b. terlet di lua r ban an a tau terpisa h ari gedung, empa t j ruang utama 

dan r ang lain yang 'gun akan u n tuk beraktifitas p ada KTR; 
c. jauh dari pintu m a suk an kelu a r atau jendela; 

d. jauh dari tem pat orang berlalu- alang; 
e. terdapat erin gatan bahaya m erokok ; dan 
f. harus terdap t tem pat ematikan rokok. 

(4) Tempat khusus merok k sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) terlarang bagi 
ibu hamil dan anak. 

BABIV 
LARANGAN BAGI SETIAP ORANG YANG BERADA 

DI KAWASAN TANPA ROKOK 

Pasal6 

(1) Setiap orang yang berada pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
dilarang melakukan kegiatan: 
a . memproduksi a tau membuat rokok dan produk tembakau ; 
b. menjual rokok dan produk tembakau; 
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c. menyelenggarakan iklan rokok dan produk tembakau; 
d. mempromosikan rokok dan produk tembakau; danj atau 

e. merokok atau menggunakan rokok dan produk tembakau. 

(2) Larangan kegiatan memproduksi atau membuat rokok dan produk tembakau 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi tempat yang 
digunakan untuk kegiatan produksi rokok dan produk tembakau di 
lingkungan KTR. 

(3) Larangan kegiatan menjual, menyelenggarakan iklan dan mempromosikan 
rokok dan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
huruf c da h u ruf d, tidak berlaku bagi tempat yang digunakan u n tuk kegiatan 
penjualan r okok da n produk tembakau di lin gkungan KTR. 

BABV 
KEWENANGAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB 

KAWAS N TANPA ROKOK 

Pimpinan, n 
pelayanan kes 

Bagian Kesatu 
Fasilitas Pelayanan Keseh atan 

Pa sa l 7 

j a ab danjatau petugas keamana n pada fasilitas 
nang: 

a. mem erintahkan pa sien, p ngunjung, tenaga kesehatan, tenaga non medis dan 
setia p rang yan erada pada fasilitas pe ayanan kes hatan untuk mematuhi 
keten t an sebagaimana dim aksud dalam Pasal 6 ayat (1) ; 

b. memberikan teguran d n per·ngatan ke ada setiap pasien, pengunjung, 
tenacra keseh atan, t n a O'a n n me is atau setiap orang yang berada di area 
fasilita s ela ana kese atan, a p abila terbukt i melakukan kegiatan 
sebagaim a dimak u al Pasal 6 ayat (1 ); dan 

c. memb at dan m emasan g and jpetun ·u k j per ingatan larangan merokok. 

Bagian Kedua 
Tempat Proses Belajar Men gajar 

Pasal8 

Pimpinan, penanggung jawab dan j atau petugas keamanan pada temp at proses 
belajar mengajar berwenang: 
a. memerintahkan peserta didik, pendidik , tenaga kependidikan dan setiap 

orang yang berada pada tempat proses belajar mengajar untuk mematuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); 

b. memberikan teguran dan peringatan kepada peserta didik, pendidik, tenaga 
kependidikan dan setiap orang yang berada pada temp at proses belajar 
mengajar yang berada di area tempat proses belajar mengajar, apabila terbukti 
melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 ayat (1) ; dan 

c. membuat dan memasang tandajpetunjukjperingatan larangan merokok. 



7 

Bagian Ketiga 
Tempat Anak Bermain 

Pasal9 

Pimpinan, penanggung jawab dan/atau petugas keamanan pada tempat anak 
bermain berwenang: 
a. memerintahkan setia orang yang berada pada tempa t bermain untuk 

mematuhi keten an ebagaimana d imaksud dalam Pasal 6 aya t (1); 

b. memberikan eguran dan/atau peringatan kepada setiap orang yang berada 
di area tempat anak bermain, apabila ter bukti melakukan tindakan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 ayat (1); dan 

c. m em buat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok. 

Bagian K em pat 
Tempa t Ibadah 

Pasal 10 

Pimpina , penanggung jawab pada dan/ atau etu gas keamanan temp a t ibadah 
berwenang: 
a. mem erin tahk . maah a au setiap orang yang berada pada temp a t ibadah 

untu k at hi ke t an baga im ana d 'maksud dalam Pasal 6 ayat (1); 

b. me b ikan te an/peringatan s t iap orang yang berada di temp a t ibadah 
apabila terbu kti m elakukan tin daka n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (I ); dan 

c. mem b at d memasan tanda/petu njuk/perin ga tan lar n gan merokok. 

Bagian Ke im a 
n gkuta n Umu 

Pa sal 11 

Pimpinan ata penanggun g j a ab usah a yang bergerak dalam bidang transportasi 
angkutan umum b en g: 
a. mengarahkan setiap pe gem u di dan/ atau kondektur u n tuk: 

1. tidak melaku an ke 'atan sebagaim ana dimaksud dalam Pasa16 ayat (1); 

2. memerintahkan pe mpang atau se iap orang yang berada di dalam 
kendaraan untuk merna h i ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (1); 

3. memberikan teguran dan/atau peringatan kepada penumpang atau setiap 
orang yang berada di dalam kendaraannya apabila terbukt i melakukan 
tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan 

b. melakukan pemantauan atas aktivitas pengemudi, kondektur dan 
penumpang yang berada di dalam kendaraan; dan 

c. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan la rangan merokok di 
dalam kendaraan. 
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Bagian Keenam 
Tempat Kerja 

Pasal 12 

Setiap pimpinan dan/atau penanggungjawab temp at kerja berwenang: 
a. memerintahkan setiap pegawai danl atau setiap orang yang berada pada 

tempat kerja u nt k mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6 ayat (1); 

b. memberi an teguran danl atau peringatan kepada setiap pegawai danl atau 
setiap orang yang berada pada tempat kerja, apa bila terbu k ti m elanggar 
I angan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan 

c. m m buat dan mema sang tanda/petu njuk/ peringatan dilarang merokok. 

Bagian etujuh 
Tempat Umum 

Pasa l13 

Pimpina , penanggung jawab dan/ atau petuga s keamanan pada temp at umum 
berwenang: 
a. mem erin tahka e ada setia p karya wan, pen gunjung dan I a tau setia p orang 

yan be da pada m at mum untuk m ematuhi ketentuan peraturan 
sebagai ana dimaksud alam Pasal 6 ayat ( ); 

b. me berikan teguran dan/ a tau peringa tan kepada setiap karyawan, 
pen njung dan I atau setiap orang yang berada pad a tem pat umum, apabila 
terb k ti melanggar I angan sebagaimana dimaksu d dalam 6 ayat (1); dan 

c. mem b a an emasang tan a/petun·uk/peringatan dilarang merokok. 

BAB VI 
ANDA/PETUNJ UK/ PERINGATAN DILARANG MEROKOK 

CARAPEMASANGANNYA 

Pasal 14 

(1) Pimpinan, penanggung jawab dan/ a tau petuga s keamanan wajib memasang 
tanda/ petunjuk/ perin ga t an dilarang merokok. 

(2) Tanda/petunjuk/peringatan d·larang m erokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa: 
a. suara; dan 
b. tulisan dan I atau gam bar. 

(2) Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a meliputi: 
a. pengumuman me1alui pengeras suara; 
b. rekaman yang te1ah dipersiapkan; danl atau 
c. bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak merokok di KTR. 

(3) Tanda dilarang merokok berben tuk tulisan dan/atau gambar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b , menyampaikan: 
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a. bahaya merokok bagi kesehatan; 
b. dasar hukum pemberlakuan KTR; dan 
c. sanksi yang dikenakan. 

Pasal 15 

(1) Tanda dilarang merokok berbentuk tulisan danjatau gambar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b harus memenuhi standar sebagai 
berikut: 
a. menggun akan hu ru jelas dan mudah terbaca, dengan ukuran huruf 

paling ked 24 (dua puluh empat ); 
b. terbu a t dari bahan baku yang awet, tidak berbahayajbera cun, tidak 

mudah rusak oleh perubahan cuaca; 
c . terdapat gambar dan larangan m erokok; 
d . memuat da ar huku pemberlakuan KTR; 

dapat m encantumkan logo at u lambang daerah danj atau logo lembaga 
dan 

f. m m uat sanksi yang dikenakan. 
(2) Ketentuan pen empatan tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada 

aya t (1) sebagai berikut: 
a. dite k . g sedikit di semua pintu masuk utamajgerbangj 

halaman, di se ·a pintu m asuk bangunan gedung, dan pintu pa da ruang; 
b. d ite p a pa a okasij tem pat strategis dan mudah diliha t , mudah 

terbaca dan s rasi sesuai karakteristik dan kebutuhan lokasi, letak dan 
ben t k angunannya; atau 

c. i irikan aik sec ra permanen a tau m eleka t pada tanahjlantai maupun 
tidak pe m anen, da pat dipindahkan danj atau ditempelj diletakan pada 
din d · r gan. 

(3) Bentuk d n ukuran t da dilarang mero ok sebagaimana dima ksud pada 
ayat (1) dapa t m eny su aikan k ebu tuh a n sesuai p en em patan sebagaimana 
dimak u pa a ayat (3) . 

(4) Tandaj etunju j per·ngatan dilarang merokok tercantum dala m Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bu pati ini. 

BAB VII 
SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 6 

(1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan pelanggaran terhadap kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal14 ayat (1), dikenai Sanksi Administratif 
berupa: 
a. sanksi ringan, terdiri atas: 

1. teguran lisan; atau 
2. teguran tertulis. 

b. sanksi sedang, terdiri atas: 
1. jaminan Kartu Identitas; 
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2. kerja So sial; atau 
3. pengumuman Secara Terbuka. 

c. sanksi berat, dalam bentuk denda administratif paling besar 
Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). 

BAB VIII 
KEWENANGAN DAN PENDELEGASIAN PEMBERIAN 

SA KSI ADM STRATIF 

Pasal17 

(1) Bupati sesuai dengan kewen angannya m enerapkan Sanksi Administratif 
terha ap setiap pelanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal1 6. 

(2) Dalam melaks an kewenangan penerapan Sanksi Adm in istratif 
seb gaimana dimaksud pada ayat (1) , Bupati mendelegasikan sebagian 

ewenang nya kepada: 
a . Kepala Satuan Polisi Pamong raja, untuk pelaksanaan pengenaan Sanksi 

Administ atif terhadap pelanggaran KTR di kawasan temp at u mum; 
b. A isten Perekonomian dan Pem bangunan, untuk pelaksanaan pengenaan 

Sanksi Administratif terhadap p langgaran KTR di kawasan tempat kerja 
dan mpat iba ah; 

c. Kepala . a Kesehatan dan Pengendalian Penduduk , untuk pelaksanaan 
penge aan k i Adm'nistratif terhadap pelanggaran KTR di fasilitas 
pel y ese atan; 

d. Kepala Di a s Pendidikan dan Kebudayaan, untuk pelaksanaan pengenaan 
Sanksi Ad inistratif terhadap pelanggaran KTR di tempat proses belajar 
m n gajar dan em pat anak b rmain; 

e. Kepala Dinas Per u bu n gan, un u pelaksanaan engenaan Sanksi 
Adm i istra tif .erha ap elanggaran KT d i angkutan u m u m . 

BAB IX 
ME ISME PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal18 

(1) Penerapan sanksi administratif diselenggarakan dengan memperhatikan: 
a. perlindungan kesehatan asyarakat; 
b. sesuai dengan peraturan p ru n dang-undangan dan asas-asas umum 

pemerintahan yang baik; 
c. nondiskriminatif; 
d. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang 

diterapkan; dan 
(2) Penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan secara bertahap: 
a. dimulai dengan pengenaan sanksi ringan; 
b. dalam hal sanksi ringan tidak ditaati, maka ditingkatkan penerapan 

sanksi sedang;dan 
c. dalam hal sanksi sedang tidak ditaati, maka diterapkan sanksi berat. 
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(3) Penerapan sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
dilakukan apabila pelanggar melakukan 2 (dua) kali pelanggaran. 

BABX 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal19 

(1) Pembinaan dan pe gawas dila s a an oleh Pe 
(2) Pembinaan eba gaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bim bingan dan 

penyuluh an epada masyarakat dan impinan atau penangg n g 'awab KTR. 
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) berupa perna ta a n atas 

ke taata n terhadap ketentuan yang berlaku pada KTR. 
(4) Dal m melakukan p em 'n aan dan en gawasan sebagaimana dimaksud pada 

ay t (2) dan ayat (3), Kepala erangkat Daerah melaksanakan prinsip 
ko rdi asi . 

(1 ) 

Pasa 20 

Dalam rangka m endukung pelaksanaan pengawasan ter 
dilakuk n 0 eh Perangkat Daerah sebagaimana imaksud 
Bupati membentuk . Peman au KT . 

adap TR yang 
alam Pa al 20, 

(2) Tim Pemanta KTR sebagai ~ana dim aksud pa ayat (1) memp nyai tugas: 

a. menyu u n rene a ker' a pelaksanaan engawasan te hadap TR; 

b. em p a P ang at Daerah ya m em bidangi urusan esehatan 
d am meng'nventarisasi sarana kesehatan , tern a t proses belajar 
m n gajar, tempat anak berma'n, tempat iba ah, t m pat u u rn dan 
te pat kerja yang b u rn iteta kan seba gai K R; 

C. m la ks akan pen gawasa __ a tau in speksi m endadak terh adap KTR; dan 
d. membantu pe ' a b t y g rwenan g d ala m empr s s s etia pelanggaran .~, 

yang t jadi pada sa a t m elakukan peman ta a . 
(3) Dalam m elaksanakan tugas sebaga im na dim aksud pada ayat (2), Tim dapat 

dibantu 01 h Tim Pem antau Pemban u yang d ibentu k pada se tiap KTR. 
(4) Pembentukan Tim Pemantau Pembantu sebagaim na dimaksu d pada ayat 

(3) dilakukan oleh masing- asing p'mpina n atau penanggungjawab KTR. 

(5) Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dim aksu d pada ayat (3) wajib 
menyampaikan laporan hasil pemantau annya setiap 1 (satu) bulan atau 
sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepa da Tim Pemantau KTR. 

BABXI 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal21 

Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan KTR dalam bentuk: 
a. sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkaitan dengan kebijakan 

mengenai KTR baik seeara langsung disampaikan kepada Pemerintah Daerah 
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maupun secara tidak langsung melalui diskusi, seminar dan kegiatan sejenis, 
danl atau melalui media cetak, media elektronik dan media sosial; 

b. memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam 
mendukung KTR kepada pimpinan danl atau penanggung jawab KTR; dan 

c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta 
penyebarluasan informasi kepada masyarakat. 

BABXI 
KE ENTUAN PENUTUP 

Pasa 1 2 2 

Peraturan upati ini mulai berlaku pa a tangal diundangkan. 

Agar s t iap orang mengeta inya, m em erintahkan pengundangan Pera turan 
Bupati in i dengan penempatannya dalam erita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundan g an 
,ada ta ggal 

1 i gap a 
lI'ebr'Uari 20 21 

H 
, ASIKMAL YA, 

Ditetapkan di Singaparn a 
2021 

TO 

BERITA DAERAH KABUPATE TASI ALAYA TAHUN 2021i NOMOR 18 



13 

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR 18. TA 2 21: 
TENTANG : KAWASAN TANPA ROKOK 

TANDAjPETUNJUKjPERINGATAN DILARANG MEROKOK 

PER U p OM OR •••• TAHUN ... 

TEN AI\JG 

T NPA ROKO 

I KMALAYA , 


